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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah mencermati bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yaitu yang
merupakan jawaban dari rumusan masalah adalah sebagai berikut:

Berlakunya ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia, menimbulkan suatu konsekuensi yaitu adanya pemisahan fungsi
antara pengaturan dan pengawasan bank. Bank Indonesia mempunyai
kewenangan dalam hal ini mengatur bank dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan
berwenang mengawasi bank.

Munculnya Lembaga Pengawas Jasa Keuangan berdampak pada
kepailitan yaitu mengakibatkan bahwa Bank Indonesia tidak mempunyai
kewenangan dalam mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitur berupa
bank sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Alasan memberikan kewenangan kepada Lembaga Pengawasan Jasa
Keuangan, dikarenakan bahwa lembaga tersebut merupakan otoritas yang
mempunyai kewenangan penuh dalam mengawasi perbankan sehingga

mengetahui benar akan kondisi keschatan suatu bank dan memberikan tindakan
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pembinaan kepada suatu bank untuk sehat kembali sebelum bank tersebut
dicabutnya ijin usahanya.

Menghadapi setiap kreditur-kreditur dari bank yang memohonkan
pengajuan permohonan kepailitan terhadap bank maka Lembaga Pengawas Jasa
Keuangan harus memperbatikan terlebih dahulu syarat-syarat kepailitan
berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu terbukti bahwa
debitur tersebut mempunyai dua kreditur atau lebih dan tidak membayar
sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan selanjutnya
memberikan tindakan-tindakan penyelamatan bank sebagaimana diatur dalam
Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Perbankan dan Pasal 33 Undang-undang Bank
Indonesia, dan apabila tindakan-tindakan tersebut tidak berhasil untuk mengatasi
kesulitan yang dihadapi bank dan yang nantinya akan berdampak pada bank-bank
yang lain, maka Lembaga Pengawas Jasa Keuangan harus mengajukan kepailitan
terhadap bank sebagai ultimum remidium atau tindakan terakhir melalui jalur
Pengadilan Niaga demi melindungi kepentingan-kepentingan pihak yang terlibat
terutama kepentingan debitur itu sendiri yaitu bank dan kepentingan para kreditur

bank terutama nasabah pengguna jasa bank
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B. Saran

1. Diperlukan adanya harmonisasi antara Undang-undang Perbankan, Undang-
undang Kepailitan, dan Undang-undang Bank Indonesia dalam hal institusi
yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank,
sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara kewenangan Bank Indonesia dan
Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan dan mencegah adanya peraturan yang
bertentangan satu sama lain.

2. Perlunya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut
mengenai proses dan tata cara dalam kepailitan bank.

3. Pembentukan Undang-undang Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan, harus
didukung dengan kemandirian agar tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain
dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap industri perbankan dan
didukung dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dapat

mengawast perbankan secara optimal.
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